Menimbang

Mengingat

k I
£ e M SALINAN

‘g_-'—\'l' .
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PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR |9 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,

z bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Situbonde Nomor 23 Tehun 201 ) tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah serta guna meningkatkan
pelayanan, daya guna dan hasil guna Pemungutan Retribusi
Pemakalan ¥ekayaan Daerah, dipandang periu membennii
Peraturan Bupati Situbondo tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Pemakaian Kelaiyaan Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan
Berite Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 YWomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730):

2. Urndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Repuiviik Indonesia ¥omor
3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tohun 1999 lentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomar 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor J831);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tontang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undangs-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemernntahan Daerah (Lembaran
Megara Republik Indoneea Tahwun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembararn  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahurn 2009 tentang Pajak
Daecrah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Momeor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 52234,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Hukum Acara Pidara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3525;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahum 2005 Nomor 165, Teambehsam
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara [ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nemor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diunbah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Newnor & Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
(Lembaran Negara HRepublik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran YNegara Republik
Indonesia Nomor 4855);
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Feraturan Femenniah Nomor 8§ Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabhun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabtopaten | Kotla (Lembaran Hegara Repuibhk Indenesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 4738},
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerahl
sebagaimana diubah dengan Permturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Mentenn Dalam Negen Nomor 12 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentl
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Wegara Republik Tndonesia Tahom 2000
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeni Sipil;

Peraturan Menter Dalam Negeri Momor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 53 Tahun 20[ [
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan
Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Retribast Dasraly,

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Situbonde (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);

Peraturan Daerah EKabupaten Sihobondo Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-pokock Pengelolaan
Keuanpgan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten
Situbondo Tahiue 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23
Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2011 Nomor 23).
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Menetapkan :

MEMUTUSHAN ;

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJURK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

10.

Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
satabondo,

Bupati adalah Bupati Situbondo.
Sekretaris Daerah adalaha Sekretaris Daerah Kabupaten
Situbondo.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah Dinas/Badan/kantor di  lingkungan
Pemerintah Kabupaten Situbondo,

Badan adalah sekumpulan orang dan/atan modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Persercan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha Mitk Negara BUMN), atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dernigan nama dan dalam
bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa,
Organisasi Sosial Politk atau Organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasiik kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugzas tertentu di bidang
retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yvang berlaku.

Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah yang selanjutnya
disebut sebagai retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pada
kekayvaan deecrah yang disediaken, dimilild dan/atau
dikelolah olech Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut  peraturan perundang-uindangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu,

Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas bebab Anggaran Pendapatan dan Belanja
Traerah atau berasal dari perolchan lainnya yvang sah yang
dapat dinilai dengan uang, berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan vang berlaku, Pepanjian atau
berdasarkan sebab lainnya yvang sah.
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Surat Ketetapan Reirfbusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
S3RD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi
vang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalal
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh: Bupat.

BAB II
EETENTUAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2
Pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi objek retribusi
meropaken tangpungawab SKPD yang bersangkootan.
Terhadap objek retribusi yvang dalam pelaksanaan kegatan
pemungutan membutubhkan koordinasi dengan instansi lain

maka SKPD vang bertanggungjawab terhadap pengelolaan
objek retribusi mempunyai kewenangan untuk melakukan
koordinms,

Pasal 3

Orang Pribadi atau Badan Hukum dapat mengajukan
permohonan pemakaian kekayaan daerah kepada Bupati
selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pemakaian kekayaan daerah vang dalam penguasaan SKPD
dilaksanakan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Barang
Milik Daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan
Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Dacrah.

Pasal 4
Persetujuan pemakaian scbagaimana climaksud dalam Pasal
3, diberikan secara tertulis sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan.
Masa berlaku persetujuan pemakaian kekayaan daerah
ditetapkan dalam waktu harian, mingguan, bulanan dan
tahunan.

Apabila masa berlaku pemakaian beralkhir, atas persetujuan
Pupati  ataa  Pejabat  weang  ditumjulk, wepada yang
bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan
kembali.

Permohonan perpanjangan sebagaimamna dimaksud ayat (3)
harus mendapat persetujuan Bupati secara tertulis.

Whosos pemakeian kekayaan dacrah dalemn wakio tahunen,

permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diajukan paling lambat 3 [tiga) bulan sebelum halbis
masa berlakunya.
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Pasal 5

Pemakaian kekayaan daerah oleh Orang Pribadi atau Badan
dilareng dipindankan kepada pinhak =om,
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Pasal 6

Selama dalam jangka waktu pemakaian masih berlaku,
Orang Pribadi atau Badan pemak:ai dapat melakukan
perubahan bentuk bangunan sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi vang ada dengan menyampaikan usulan
permohonana kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Orang Pribadi atau Badan yang ingin merubah atau
membangun sendiri bangunan berupa Toko, Ruko dengan
biaya sendiri baik berupa bangunan permanen maupun
semi permanen harus mengajukan usulan permohonan
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2], sccara otomatis menjadi milik Pemerintah
Daerah.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi dipungut berdasarkan ketetapan yang dituangkan
dalam SKRD atav dolomen Yaim yeng dipersammakan.

Tata cara penctapan bentuk dan isi SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Panal &

Pembayaran retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan
menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah [SSRD) atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Pembayarana Retribusi dilakukan paca SKPD atau tempat
lain yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] disctorkan seluruhnya kepada Kas Umum
Daerah Kabupaten Situbondo paling lama 1 (satu) hari kerja.
Keterlambatan atas pembayaran Retribusi dikenakan denda
sebesar 2 % (dua persen) dari nilai Retribusi.

Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau
dengan komunikasi dana transportasi Kepala SKFPD dapat
menentukan batas wakitu penyetoran vyang melebili
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



BAB III
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

Kepala SKPD menagih retribusi terutang sebesar jumlah yang
terdapat pada SKRD sejak saat terutang retribusi.

Pasal 10

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi kepada Wajib Retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Wajib
Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang,

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan
oleh Kepala SKPD.

BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 11

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat
mengafukan permohanan pengembalian lepada Kepala SKPD

a.

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. alasan-alasan yang jelas;

e. melampirkan SKRD dan S8RD.

Pasal 12

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang kepada
Wajib Retribusi.

(2) Tata cara pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih Janjut oleh
Kepala SKPD.

>
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BAB V
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 13

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati atau pefabat yang ditunjuk atas diterbitkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan .

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka wakiu paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika
Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak
atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan fideak memomta kewajben membayar
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 14

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
agjak fampmal Surat Heberatam ditorima harmrs memben
keputusan atas keberatan ysng diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberat:an.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya Retribusi yang terutang,

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 15

Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnye, maka techadap kelebihan pembayaran Retribuss
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga scbesar 2%
{dua persen) sctiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas)
bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikitung scfak  bulan pelunasann  sampai  dengan
diterbitkannya SKRDLB.
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BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN PENGURANG AN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

Pemnberian  pengursmgan, kermmpganan  dan  pernbebessn
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan
oleh Kepala SKPD,

Tata cara pelaksanaan pemberian pen gurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh
Kepala SKPD.

Pasal 17

Wajib  Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
Permohoman PENEATAnEan, xernganan dan  pembebasem

Retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yvang jela s.

Permohonan keringanan dan pembeba:san retribusi diajukan
hanya untuk kepentingan/ penyclenggaraan kegiatan
sebagai berikut :

a. untuk kegiatan penyelenggaraan pernerintahan;

b. untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan sosial;
c. untuk penyelenggaraan kegiatan pendidilean;

Pasal 18

Permohonan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17
digjukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan dengan memberikan alasan-alasan
vang jelas.

Sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling lama 14 (empat belas) hari Bupati
sudah harus menerbitkan Keputusan,

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
Bupati tidak menerbitkan keputusam, permochonan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini,
sepanjamg mengenat teknis pelaksanasnnya ditctapkan lebih
lanjut oleh Kepala SKPD.
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{2} Dengan berakunya Peraturan Bupati ini, Pepafturan yang
g mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi
Pernakaian Kekayaan Daerah beserta seluruh peraturan

pelaksananva dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

penpundangsn Peraturan Bupeth im dengan menempatkanriya
dalam Berita Dacrah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal [ £ JIJ{ 2013

BUPFATI SITUBONDO,

L ——— —_

#E i Y
DADANG WIGIARTO
Diundangkan di ﬂitl_lbﬂﬂl:__i'li:-l
pada tanggal | . [ oV |3
SEKRETARIS DAERAH
KARUPATEN SITUBONDO,

g

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR |5




